
3. Uudang-undang ... 2 

b. bahwa untuk meningk:nkan efektivitas dan efisiensi 
tindak lanjut hasil pcngawasan Inspektorat Dacrah 
Kabupaten Rungo sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
cliperlukan koordinasi dan standarisasi laporan tindak 
lanjut hasil pengawasan; 

c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud 
dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporart Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo; 

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pcmbentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia To.hun 1956 Nomor 25) 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1965 tcntang Pcmbcntukan Dacrah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 
Jabung [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 50, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nornor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat 

a. Bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi 
penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan 
pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tindak 
lanjut hasil pengawasan lnspektorat Daerah Kabupaten 
Bungo yang rnerupakan Perangkat Daerah untuk 
melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut; 

Menimbang 

BUPATI BUNGO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI 
DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

lNSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO 

PERATURAN BUPATI BUNGO 
NOMOR ,z.!c, TAHUN 2023 

TENT ANG 

BUPATIBUNGO 
PROVINSI JAMBI 



12.Peraturan ... 3 

11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 20 I 8 ten tang 
Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pernerintah 
na,,.rnh di l.ingkungan Pemcrintah Pernerintah Kabupaten 
Bungo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupatcn Bungo 
Tahun 2018 Nomor 50 ); 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
P,-.mfwntukan dan Susunan Perariakat Daerah [Lernbaruri 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), 
Sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah [Lembaran Daerah Kabupatan 
Bungo Tahun 2019 Nomor 12); 

9. Peraturan Menteri Dalarn Ncgcri Nomor 88 Tuh un 2022 
tentang Pcrcncanaan Pembinaan dan Pengawasan 
Pcnyelenggaruun Pemer+ntahan Daerah 1'<> hun 2023 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
1218); 

8. Pcraturan Mcnteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Rcformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 20 I I 
tPntang Peturnuk Pelaksanaan Penvusunan tkhtisar 
Laporan I Ia,.;: Pcngawasan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah; 

7 · Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan 
Intern Pcmerintah: 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebuguimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcrncrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor :iG 79); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017, Nomor 73 Tarnbahan Lembara Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan , Pernantauan, Evaluasi. dan Pelaporan 
Tindak Lanjut Hasil Pcngawasan Fungsional; 
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Pasal l 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bungo. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
aparat yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh o\eh pejabat yang 
berwcnang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profcsinya dalam 
rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi inspektorat daerah. 

6. Pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menindaklanjut.i 
saran rekorncndasi hasil pengawasan. 

7. Pemantauan merupakan rangkaian tindakan mengikuti pelaksanaan suatu 
kegiatan serta faktor - faktor yang mernpengaruhinya unt uk rnengetahui secara 
dini kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan maupun 
program yang telah ditetapkan. 

8. Evaluasi adalah suatu kcgiatan yang dilakukan untuk mcnilai hasil suatu 
kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluator internal adalah tim 
yang mclakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tingkat daerah. 

9. Pelaporan rncrupakan beru.uk penyumpaian inforrnasi rertulis kepada unit kcrja 
yang lcbih 1inggi (pemberi tugas] atau kepada instansi lain yang mernpunvai 
garis kepentingan intcraktif dengan instansi pembuat laporan. 

I 0. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang antara lain berupa langkah­ 
langkah kerja, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan untuk 
meyakinkan apakah hasil pelaksanaan dan penyelesaian suatu pekerjaan 
iersebut sudah sesuai dengan tujuan dun rerrcaua ya.ng sudah ditctapkan 
bcrdasarkan pcraturan pcrundang undangan yang bcrlaku. 

11. Pemantaun Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah suatu tindakan untuk 
memantau dan mengevaluasi pclaksanaan tindak lanjut oleh obyek 
pcngawasan sehingga saran perbaikan yang tertuang dalam rckomendasi dapat 
ditindaklanjuti oleh pimpinan objek pengawasan dengan tepat dan cepat. 

PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALuASI, DAl'\ 
PELAPORAN TINOAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Bagan Struktur 
Inspektorat Dacrah Kahupatcn Bungo {Lembaran Dacrah 
Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 27 ). 
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Pasal 3 ... 3 

Pasal 2 
Pejabat yang bertanggungjawab mclaksanakan TLHP adalah: 
a. Atasan Langsung dan alau pejabat yang bcrwcnang dan bertanggung 

jawab, apabila saran rekornendasi yw1g dibei ikan merupakan tindakan 
administratif kepegawaian sesuai dcngan saran rekomendasi yang dimuat 
dalam LHP; 

b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran rekornendasi 
pengawasan, apabila saran rekomendasi menvangkut tindakan perbaikan 
admuustrasi pengeioiaan anggaran can kineija, 

c. Pejabat lain yang dalam kegiatan yang diawasi, apabila saran 
rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus 
dilaksanakan arau dipenuhi olch pejabat instansi lain yang berwenang aiau 
pihak instansi di luar instansi Pcmerintah; 

12. Obyek Pengawasan adalah adalah Pemcrintah Dusurr/Dcsa, Pcrangkat Daerah, 
Sekolah [Sekolah Dasar, Sekolah Mf".nengah Pertarna] Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) yang diperiksa, dan diinhukan pengawasan oleh APIP. 

13. Pengawas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi 
pernerintah, Jembaga dan/ atau pihak Jain yang didalamnya terdapat 
kepe-ntinzan negara scsuai dengan peraturan perundang-undangan , vang 
diduduki oleh Pcgawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

14. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

15. Laporan Hasil Pengawasan vang selaniutnva disingkat LHP, adalah laporan 
yang rnernuat seluruh hasil pcngawasan berupa data tcrnuan, simpulan hasil 
pengawasan, dan saran rekomendasi yang bersifat formal, lcngkap, dan final 
setelah ditanggapi Pirnpinan Unit lnstansi yang diawasi. 

16. Temuan adalah fakta kejadian bukti yang sekurang-kurangnya merniliki saran 
rekornendasi sebagairnaria yang tercanturn dalarn laporan hasil pengawasan. 

17. Saran atau Rckorncndasi adalah ternuan hasil pcngawasan fungsional yang 
wajib dilaksanakan oleh auditi guna pcrbaikan, koreksi, dan penindakan 
terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam 
LHP. 

18. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat dengan TLHP 
adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka mclaksanakan saran 
atau rekomendasi hasil pengawasan fuugsional. 

19. Klasifikasi Temuan adalah pengelompokan temuan hasil pengawasan 
fungsional, sekurang - kurangnya rnenurut jenis ternuan, saran, tindak lanjut, 
dan unsur identifikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan pencatatan, 
pelaksanaan, pcrnantauan, cvaluasi, chin pclaporan. 

20. Pelimpahan temuan adalah pcngalihan wewenang pernantauan tindak lanjut 
kepada unit pemeriksa lain atas temuan pemeriksaan yang telah 
dim put/ dilaporkan) 

21. Pengawas pada Inspcktorat adalah terdiri dari Auditor, Pcngawas 
Ptenyelengguru Uru,,;un Pem~rint:ih f):,~r:,h dan Auditor Kepegawaian. 
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Pasal 7 ... <., 

Pasal 6 
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten 
Bungo dnpat dihmpahkun kepnda pihnk lain Apnbila penyelesaian tindak Janjut 
mclcbihi waktu 60 hari atau tclah bcrlarut larut dan arau ternuan tersebut 
berindikasi Tindak Pidana Korupsi, yang menurut peraturan perundang-undangan 
mcnjadi kcwcnangan aparat pcncgak hukum, atau lnstansi lainnya untuk 
dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan. 

Pasal 5 
Status tindak lanjut dikelompokan bcrdasarkan pcrkcmbangan tindak lanjut yaitu 
sebagai berikut: 

a. Status Selesai (SJ, apabila sararr/rekomendasi yang dimuat didalam LHP 
telah ditindaklanjuti olch obyck pengawasan dengan menunjukan 
bukti/dokumen penyelesaian tindak lanjut dan dinilai bahwa bukti/dokumen 
tersebut telah sesuai dengan saran/rekomendasi; 

b. Status Sebagian Ditindaklanjuti (SD), apabila saran/rekomendasi yang 
dimuat didalam LHP baru sebagian ditindaklanjuti obyck pcngawasan dan 
dinilai bukti/dokumen penyelesaian tindak lanjut belum sesuai atau rnasih 
terdapat kekurangan; 

c. Status Belum Ditindak Lanjuti (80), apabila saran/rekomendasi yang dirnuat 
didalam LHP belum ditindak lanjuti obyek pengawasan. 

d. Status Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TD), apabila saran/ rekomendasi yang 
dimuat didalam LIIP ternyata rncngandung kckmahan, sulit untuk ditindak 
Janjuti dikarenakan sebab-sebab yang logis. 

Pasal 4 
.Jenis tindak lanjut dikelornpokkan sesuai dengan tindakan yang dirnuat dalam 
saran rekomendasi yang diberikan oleh APIP adalah: 
a. Penyetoran Ke Kas Negara, Kas Oaerah, Kas Oesa/Dusun, Kas Sekolah, Kas 

BUMD 
b. Tindakan Adminstratif atau Hukuman Disiphn: dan/atau 
c. Perbaikan dalam µenerapa.n Sistem Pengcndalian Intern Pcmcrintah. 

Pasal 3 
(1) Waktu penyelesaian TLHP adalah 60 (enam puluh) hari sctclah LHP ditcrirna. 
(2) APlF melakukan Monitu, ing, TLHP old, obyek pemeriksaan. 
(3) Monitoring, TLHP sebagaimana Ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh 

Sekretaris. 

- 5 - 



f 
' 

SERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR '2-G, 

MURSIDI 

Diundangkan di Aungo 
pada tanggal ll-10- 2023 
SEKRETARI KABUPATEN BUNGO, 

• SA.F .!/!1., S SM. AA.AP ~ S,il'l.\..~f~:?;...,~i ·,; rt 
Ml?. 1S$21C 11 iO:-~ ,1,11 OCl6 •t ~ l~t;'.tn ~ ,;:-:7' .J 

Agar setiup orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempacannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bungo. 

Pa s al 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Paws 
Pedoman pelaksanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupten Bungo tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dupati ini. 

Pelaksauau Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut IIasil Pengawasan 
Inspektorat Daerah Kabupten Bungo adalah sebagai berikut: 
a. Pemantauan tindak lanjut ke Obyek Pemeriksaan (Obrik) 
b. Pelaksanaan Rapat Kordinasi Pengawasan (Rakorwas) 
c. Pelaporan Iktisar hasil Pengawasan tiap Semester 

Pasal 7 



Pcmantauan Tindak Lanjur H,.,.;1 P,:ngawasan diartikan sebagai suatu 
tindak untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh 
obyek pengawasan sehingga saran perbaikan yang tertuang dalam 
rekomendasi dapat selesai ditindak lanjuti dengan tepat dan cepat sebelum 
60 (enam puluh) hari. 

Pcmantauan Tindak Lanjut Hasil Pcngawasan harus dilakukan agar 
obyek pengawasan mernahami dan memperbaiki kelemahan-kelernahan clan 
kesalahan yang ada sehingga mampu untuk meningkatkan kinerja 
organisasmya. Selain itu, pernantauan tmda.k lanjut harus dilakukan untuk 
memastikan bahwa semua rekomendasi sudah dilaksanakan dengan tepat, 
sehingga keefektifan pelaksanaan pcngawasan bisa tercapai. 

Setelah pelaksanaan pengawasan disclesaikan dan laporan hasil 
pcngawasan diterbitkan serta s urut tindak lanjut telah ditanda tangani oleh 
Wakil Buputi Bungo, Sekretariat Inspektorat rnelalui Kasubbag Evaluasi 
dan Pelaporan menyampaikan laporan tersebut kepada obyek pengawasan 
(Kepala OPD/unit kerja yang bersangkutanl, ini dimaksudkan agar obyck 
pengawasan mcngctahui kelernahan yang terdapat pada organisasinya dan 
scgeru menindaklanjuti rckomendasi yang telah disampaikan rnclalui 
laporan terscbut. 

1-'engawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian trdak 
terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil 
pengawasan selesai dit.indaklanjuli. Untuk mencapai hasil pengawasan 
yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan 
Ekstern dan Intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti olch pimpinan lnstansi 
secara konsisten dan benanggung jawab. Peiaksanaan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen 
pemerintahan sebagaimana dimaksud di alas. sedangkan penuntasan hasil 
pengawasan dapat mendorong pcrnulihan citra dan kewibawaan 
Pemcrintah. Kegagalan dalam rnelaksanakan Tindak Lajut Hasil 
Peugawasan (TLHP), apapun sebabnya harus disadari :icbagai pemborosan 
clalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Dacrah dan sumber 
daya aparatur. 

A. Latar Belakang 

BAB I 
PENDAHTJ!.lJ.!\~ 

PEDOMAN UMUM 
PELAKSANAAN MONITORING. EVALUASI DAN PELAPORAN 

T!NDAK LANJUT HAS!L PENGAWASAN INSPEKTOR.A.T DAERAH 
KABUPATEN BUNGO 

LAMPIRA,'l 
PERATURAN BUPATI BUNGO 
NOMOR 7A> TAHUN 2023 
TENT ANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUAS! 
DAN PELl\POR.1\N TINDAK Ll\NJUT Hi\Sll PENGAWl\Slu"I INSPEKTOR.1\T 
KABUPATEN BUNGO. 



Pada setiap pelaksanaan pengawasan atas suatu obyek pengawasan, 
harus melinat apakan rekomeridasi dar i laporan hasit pcngawasan terdahulu 
telah ditindaklanjuti atau belum dan jika belum maka harus mernberitahukan 
langkah-Iangkah yang harus dilakukan obyek pengawasan [Perangkat 
Daerah/Unit Kerja) agar tindak lanjut hasil pengawasan bisa diselesaikan. 

Tnspektorat Daerah (Sekrctariat d.h.i Subbag Perencanaan) harus 
memasuk.kan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis 
rnaupun tahunan, kegiaran pernantauan ini dilaksanakan nJ.-h tim yang 
terdiri dari Pengendali Teknis, ketua tim dan anggota tim pcmantauan tindak 
lanjut. 

APIP berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjul hasil 
pengawasan utuk menjamin keefektifan pelaksanaan pengawa san. Dernikian 
juga pada audit investigatif, bahwa APIP harus mcrnantau tindak lanjut hasil 
audit investigatif yang dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum. 

Kcwajiban untuk melaksanakan lindak lanjut berada pada pimpinan obyek 
perneriksccn yakni 60 (cnam puluh} hari setelah Laporun Husrl Pengawasan 
diterima 

BAB 11 
KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT 

Pedoman ini rnengatur pelaksanaan, pcmantauan/monitoring, evaluasi, 
dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan lnspektorat Daerah Kabupaten 
Bungo. 

D. Ruang Lingkup 

C. Sasaran 
l . Tersedianya basis data TLHP untuk diolah dan dievaluasi; 
2. Tersedianya laporan pelaksanaan dan pemantauan TLHP. 

Tujuan pecornan ini, untuk: 
1. Mengoordinasikan TLHP secara efektif dan efisien, sehingga tersedia 

bahan/data bagi pemerintah guna menentukan kebijakan dalam rangka 
meningkatkan kinerja lnstansi Pemerintah; 

2. Memudahkan pemerintah dalam melakukan pelaksanaan, pemantauan, 
evaluas,. nan petaporan Tl HP Fungs,onal serta menentukan kP.h1J::ikan cararn 
rangka meningkatkan kinerja lnstansi Pemerintah melalui pemanfaatan hasil 
pengawasan; 

3. Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dalam penyusunan 
pelaksanaan. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TLHP. 

Maksud pedoman ini adalah sebagai acuan bagi lnspektorat Daerah Kabupaten 
Bungo dalam melaksanakan, memantau, mengevaluasi. dan melaporkan TLHP 

B. Maksud dan Tujuan 
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5. Tindaklanjut yang telah dilakukan oleh obyek pemeriksaan dicutat dalam 
form daftar temuan audit APIP. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai 
dan sesuai maka dikolom Hasil Tindak Lanjut ditulis S (selesai), jika 
selesai sebagian ditulis SD (Sebagian Ditindaklanjuti), dan jika belum ada 
tindak laniut ditulis BO (belum ditindaklanjuril dan TD (tidak Dapat 
ditindaklanjuti) jika Rckomcndasi tersebut sulit untuk diselesaiakan olch 
obyek pemeriksaan. 

4. Tim Munituring Tindak lanjut bcrkoordinasi dcngan Tim Pcngawasan 
terkait rckomcndasi yang sulit atau tidak dipahami oleh obyek 
pcmcrtksaan dalam mcnindaklanjutinya. sehinggo. rekomendasi tersebut 
bisa diselesaikan oleh obyek pemeriksaan, hasil koordinasi tersebut 
dituangkan kedalam Serita Acara. 

3. Tim Monitoring tindak lunjut melakukun pernantuuun den~..in mendutangi 
Dinas/Badan/Unit Kerja/Pcmcrintahan Dusun/BUMD/BUMDus obyek 
Pemeriksaan dan rnelakukan verifikasi atas dokumen tindak lanjut y;.ing 
diserahkan oleh obyek perner iksaun. Bila dianggap perlu tim monitoring 
dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukun oleh 
obyek perncriksaan. 

2. Berdasarkan data pada Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut, Sekretaris 
menyusun tim Monitoring tindak lanjut untuk penyelesaian tindak lanjut 
yan!!( bclurn disclcsaikan dan mcnver ahkan daftar tcrnuan l\PIP tcrsebut 
kepada tim Monitoring tindak lanjut. 

I. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang telah di input tim pcngawas 
kedalam Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut, Subbag Evaluasi dan 
Pelaporan Inspektorat Daerah melalui admin Aplikasi Monitoring Tindak 
Lanjut rnelakukan Pcmanrauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan. 

Prosedur pelaksanaan pemantauan monitoring tindak lanjut agar scmua 
rekomendasi atas temuan Pengawasan dapat dilakukan tindak lanjut secara 
runras dan repat yaitu sebagai berikur: 

BAB III 
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMANTAUAN TTNDAI< LANJUT 

Untuk temuan pengawasan yang sangat penting, obyek pengawasan 
harus mclaksanakan tindak lanjut secepat mungkin dan APIP harus terus 
rnernantau tindak lanjut yang dilaksanakan oleh obyek pengawasan tersebut, 
karcna dampak dari tcmuan tcrscbut sangat besar, 

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewajiban obyek pengawasan, 
sedangkan monitoring atas pelaksanaan tersebut menjadi tangung jawab 
APIP. Agar Pemantauan tersebut bisa berjalan efektif, lnspektorat Daerah 
harus mcmbuat prosedur monitoring pelaksanaan tindak lanjut yang 
didasarkan pada ringkat kesulitan, ketepatan waktu, pertimbangan resiko dan 
kcrugian. 
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I. lnspektur mendorong kepada pimpinan obyek pemeriksaan untuk 
mclaksanakan cvaluasi atas hasil pengawasan fungsional untuk 
mendapatkan gambaran sccara menyeluruh atas pennasalahan yang 
ada diinstasinya guna meningkatkan k.inerja masing-masing. 

2. Inspektorat melaksanakan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 
(TLHP) pada 6 [cnarn) bulan (semester !) pertama tahun bcrikut.nya clan 
6 (enam) bulan {semester Tl) berikutnya. 

BABV 
EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

l. Form yang dipergunakan untuk monitoring Tindak Lanjut I Iasil 
Pengawasan (TLHPJ menggunakun form Laporan Tindak Lanjut Ternuan 
Hasil Pengawasan dan Form Serita Acara Penyelesain Tindak Lunjut 
Hasil Pengawasan (TLHP). 

2. Form Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan berisi tentang lnformasi 
Umum (Nomor LHP. Narna Obrik. .Jenis Pengawasun, Ternuun. 
Rckomcndusi, Sun us Pcnyclcsnia n, Dok umen Tindak Lanjut, Sisa 
Tindak Lanjut, Penyebab, Keterangan). 

3. Serita Acara Tindak Lanjut yang ditandatangani oleh pimpinan obyek 
pemeriksaan dan Pirnpinan APIP. 

FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN TLHP 

10. APIP melakukan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut atas Saldo temuan 
yAng be-lurn ditindAklAnjuti pl"r semester (n RulAn sekAli) kernudian 
dituangkan dalam Serita Acara yang ditandatangani Pimpinan Obyek 
pemeriksaan dan Pimpinan APTP. 

9. Jika dalam waktu 60 Hari atau lebih, obyek perneriksaan belum 
menyelesaiakan temuan hasil pemeriksaan, maka diterbitkan Surat 
Peringatan Ketiga, dan maka penyelesaian tindak lanjut yang bersifat 
kcrugian Negara/ Daerah terse but dapat dilimpahkan ke lnstansi terkait. 

8. Sc!anjutnya apabila obyck pcmcriksaan tindak lanjut bclurn 
menyelesaiakan dalam waktu 45 Hari, maka berdasarkan laporan hasil 
monitoring APIP menerbitkan surat peringatan kedua. 

7. Apabila batas waktu penyclesaian tindaklanjut terlampaui (30 hari), APIP 
mcncrbitkan dan mcnyampalkan surat pcringatan pcrtama kcpada 
pimpinan Obyek pemeriksaan atas rekomendasi yang belum ditindak 
lanjuti atas tindak lanjut yang masih kurang dan menyusun tim 
monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang belum selesai. 

6. Dari laporan hasil monitoring tersebut kemudian adrnin Aplikasi 
Monitoring Tindak Lanjut meng Update Progres Penyelesaian tindak lanjut 
kedalam aplikasi Monitoring Tindak lanjut. 
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I. Kriteria saran/rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah 
sebagai berikur: 
1) Saran/rekornendasi sudah tidak relevan seperti: 

a) Saran/rekomendasi bersifat Himbauan 

BAB Vil 
Saran/ Rekomendasi 

Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti 

J. lnspckt ... r mcrnbcntuk Tim Vcrifikasi Tcmuan Pcngnwnsan yang tidak 
Dapat di tindaklunjuti (TPTD) unruk mcncntukan ternuan yang tidak 
dapat ditindaklanjuti. 

2. Tim TPTD rncnetapkan Kriteriu aras tcmuan yang tidak dapat 
dit indaklanjuti. 

1. Penetapan TPTD c.lilakukan rnclalui rapet yung dihadiri oleh Pejabat 
Fungsional terkait, Tim Monitoring tindak lanjut dan tim TPTD. Hasil 
keputusan rapat dituangkan dalarn Serita Acara penetapan TPTD. 

4. Serita Acara Penetapan TPTD adalah sebagai dasar untuk dapat 
dilakukanya inputing tindaklanjut dengan statutas tuntas dalam 
database nplfkaei monitoring tindak lanjut. 

BAB VII 
Prosedur Penetapan 

Temuan Tidak Dapat ditlndaklanjuti 

2. Laporan lktisar Hasil Pengawasan APIP secara Semesteran yang 
ditujukan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kementrian Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sesuai 
dengan Perrnenpan Nornor 42 Tahun 2011 

1. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dilakukan sebagai 
berikut: 
1) Laporan Pclaksanaan monitoring tindak lanjut hasil Pcngawasan. 
2) Laporan Pemuthakiran Data TLHP lnspektorat, per Semesteran. 
3) Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat, disusun secara tahunan, 

dikirim kepada Bupati. 
4) Laporan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP sesuai dcnga.n 

Permenpan 42 Tnhun 2011. 

BAB VI 
PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

3. Lapoi an evaluasi tahunan (semester I dan ll) .. tas Tmdak Lanjut Hasil 
Pengawasan, dikirim ke Bupati untuk dapat dijadikan bahan 
pengambilan kebijakan. 
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4. Atas saran/rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti tersebut 
kemudian APIP melaporkannya kepada Bupati Bungo setiap semester. 

bcrsifat kerugian/keuongan 
sesuai dcngan kctcntuan 

3. Kecuali untuk saran/rekomendasi yang 
Ncgara/daerah rnaka pcnyclcsaianya 
pcrundang-undangan yang berlaku. 

2. Atas kondisi saran Zrekomendasi seperti pada poin satu maka status 
saran/rekomendasi tcrscbut adalah tidak dapat dit mdnk lanjut.i (TD) 
chm dianggap soran/rekomendasi rersebut xudah selesal, walupun tidak 
menutup kemungkinan obyek pengawasan mcnindaklanjutinya 
dikemudian hari. 

b) Saran/rekomendasi atas tindakan masa lalu, yang pada saat 
monitoring tindak lanjut tidak perlu dilakukan lagi karcna periode 
pelaksanaannya telah berlalu. 

c) Saran/rekomendasi yang ditujukan kcpada inslansi diluar 
instansi yanlo( diperiksa. 

d) Sararr/rckomcndasi ternuan adrninistrasi terhadap pcrangkat 
daerah yang telah dibubarkan dan/alau digabung. 

e) Saran/rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang 
mengatur kegiatan tcrscbut. 

!) Saran/rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan 
instansi yan;; dipcriksa untuk mclaksanakannya. 

g) Saran/rekomcndasi tcrhadap rekanan yang telah bangkrut dan 
bubar dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang 
scrta tidak diketahui alamatnya. 

h) Rekomendasi yang kadaluwarsa. 
i) Keadaan force majeure yaitu suatu keadaan pcperangan, 

kerusuhan, revolusi, bencana alam, pernogokan, kebakaran, dan 
gangguan lainnya yang mcngakibatkan tindak Ianjut atas hasil 
pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan pembuktian yang 
sah dari instansi yang berwenang. 

2) Saran/ rekornendasi sudah trdak mr-rnadai yAitu saran drrnana Dasar 
Pembuktian tidak cukup kuat, antara lain karena kurang dan atau 
tidak adanya data pendukung (termasuk KKP), Sebelumnya tidak 
dibicarakan derigan lnstansi yang dipcri.ksa, Tidak ado kesepakatan 
dengan pihak Instansi yang diperiksa) 

J) Subjek /penanggung jawab rekornendasi telah pensiun/meninggal 
dunia dun tidak diketahui alarnat dan ahli warisnya dengan 
pembuktian yang sah. 

4) Pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 
SJ Pcnyclesaian Tindak Lanjut tersebut telah diproses oleh Aparat 

Peneaak Hukum (APH) baik mclalui pengaduan dari rnasvarakat 
maupun pcnycrahan secara resrni dari APIP. 
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3. Unit Pcmcriksa yang akan mclimpahkan temuan pemeriksaan, wajib 
membuat surat Pemberitahuan Pelimpahan kepada Unit Pemeriksa 
yang akan menerima pclimpahan ternuan tcrsebut dcngan 
metarnpirkan l)RIR dari Apukas: Tirrda k Lanjut , Copy LHP chm 
Database Auditi yang akan dilimpahkan, 

4. Konsep Surat Pemberitahuan Pelimpahan Temuan Pcmeriksaan 
tersebut diatas disiapkan oleh Subbag Evaluasi dan Pelaporan, 

2. Pelimpahan penyelesiaan TLHP dapat berupa : 
a. Pelimpahan kepada Direktorat Jcndcral Kekayaan Negara (DJKNI 

jika rnekanisme penagihannyu rnelalui T),JKN; 
b. Inspektur Pembantu Khusus untuk di!nkt:knn Audit Tujuan 

Tertentu; 
c. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kcrugian Daerah (MPPKD) 
d. KPP Pratama untuk temuan penyetoran atas Pajak Negara. 
e. BP2RD untuk temuan penyetoran atas Pajak Daerah. 
f. Instansi lainnya. 

B. Pelimpahan Data Ti.ndak Lanjut Hasil Pengawasan 
l. Penetapan tcmuan yang akan dilimpahkan merupakan kewcnangan 

dari lnspektur Daerah untuk mempercepat penyclcsaian tindak lanjut 
penyelesaian tindak lanjut berdnsarkan usulan dari Tim Monitoring 
Tindak Lanjur arau Tim Verifikasi Temuan Pcrneriksaan yang Tidak 
Dapal Ditindaklanjuti (TPTDj. 

A. Akscs Data Pcngawasaa 
I. Jnspektur bert.anggung jawab atas semua akses data Pengawasan di 

lingkungan lnspektorat Daerah Kabupaten Bungo. 
2. Sekretaris lnspektorat dan Tnspektur Pembantu dapat meminta 

Laporan Hasil Perigawasan dan Laporan hasil Tindak lanjut 
Pcngawasan terkait Pcmantauan Hasil Tindak Lanjut rnaupun 
pengawasan yang akan dilaksanakan sebagai data awal dalam 
melaksanakan pengawasan. 

3. Data hasil Pengawasan berupa Laporan hasil Pengawasan dan 
Laporan Tindak Lanjut hasil Pcngawasan dapat diberikan kepada 
BPKP, Ttjen, BPK <l.:in Aparat Pe nega k Hukurn (API-I) apabila: 
a. Atas izin Bupati Bungo. 
b. Scsuai dengan point-point yang tertuang dalam MOU antara 

Kcmentrian Dalam Negeri, Kcjaksaan Agung dan Kepolisian 
Republik Indonesia terkait Penanganan laporan atau Pengaduan 
dalarn Pe-nyelen1?.e:aran Pcrnerintah naerah. 

c. Melalui surat resmi dari Kepala lnstansi. 
4. Selain poin 1 s.d 3 diatas, informasi hasil pengawasan tidak dapat 

diberikan kepada pihak lain. 

BAB IX 
AKSES DATA PENGAWASAN 

DAN PELIMPAHAN DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
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1. Laporan l Iasil Pcngawasan sctclah icrbu kernudian diseruhkuu kepada 
Sekretariat Inspektorat Daerah melalui Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan 
dalam bentuk: 
a. Harcopy dan Softcopu Laporan Hasil Pengawasan 
b. Hasil Scan Laporan Hasil Pengawasan 

2. Pcngawas pada Inspcktur Pcmbantu mcnginput data Laporan Hasil 
Pengawasan ke dalarn aplikasi monitoring tindak lanjut dan menycrahkan 
Rackup data ke adrnin aplikasi monitoring tindak lanjut pada Sub bagian 
Evaluasi dan Pelaporan lnspektorat Daerah untuk digabungkan. 

3. Admin Monitoring Tindak Lanjut bcrtanggungjawab unl uk menjaga 
keruhusiaan data hasil p('ng,nv:1s:1n. 

4. Admin monitoring tindak lanjut memanLau perkernbangan penyclcsaian 
tindak lanjut dan menyiapkan data untuk monitoring tindak lanjut hasil 
pengawusan atas rekome-ndasi yang bclum selesai dan melakukan backup 
database hasil pengawasan secara berkala. 

5. Hasil monitoring tindak lanjut disempaikan kepada Kepala Sub bagian 
Evaluasi dan Pclaporan rnclalui adrnin monitoring tindak lanjut untuk di 
update progres tindak Ianjut pudu aplikasi monitoring tindak lanjut dalam 
bentuk: 
a. Hardcopy dan softcopy Laporan Hasil monitoring 
h. Hasil scan laporan hasil monitorme; hi>sP.rtR hukti - hukti penyelesaian 

tindak lanjutnya. 

BABX 
PENATAUSAHAAN HASIL PENGAWASAN 

DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 

5. Bidang terkait pada unit perneriksa penerima rnenelaah perrnintaan 
pelimpahan dan menyiapkan konscp surat persetujuan atau surat 
penolakan atas permintaan pelimpahan tersebut. 
a. Pelimpahan temuan/rekomendasi pemeriksaan baru sah, apabila 

sudah ada surat jawaban persetujuan dari unit yang menerima 
pclirnpahan. 

b. Surat Pemberitahuan Pelimpahan dan Surat Togas dari lnspektur 
tersebut kemudian diinput kedalarn aplikasi monitoring tindak 
lanjut schingga temuan rnenjadi tuntas. 
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11 ~UPATI BUNJ,f~,!!.::.;:~!....:.::'.!..J 

H. MASHURI 

Muara Bungo, 11 - G\(~r - 2023 

Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan akan memperbaiki 
kelemahan kelemahan yang dijurnpai dalam pelaksanaan pengawasan 
fungsional, dan diharapkan dapat mernperbaiki kualitas manajemen lnstansi 
Pcmerintah untuk mewujudkan tala kelola pemerintah yang baik dan bcrsih 
(good Governance dan Clean Governance). 

Pedoman Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tindak 
Lanjut Hasil Pengawasan ini dapat dijadikan Pedoman dalam Pelaksanaan 
Penyclesaian Tindak Lanjut sehingga dapat mendorong obyek perneriksaan 
untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sehingga fungsi 
Inspcktorat dapat optimal. 

BAB XI 
PENUTUP 


